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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN, SERTA ANGGARAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Majelis Pengawas
Notaris perlu mengatur tata cara pengangkatan dan
pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja
dan anggaran Majelis Pengawas Notaris;

b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata
Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan
Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris, sudah tidak sesuai
dengan  perkembangan hukum dan  kebutuhan
masyarakat, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
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Mengingat

perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta

Anggaran Majelis Pengawas Notaris;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5491);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1135);

www.peraturan.go.id



Menetapkan

2020, No. 1048

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA
CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, SERTA
ANGGARAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut
Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai
kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk
membuat akta autentik dan memiliki kewenangan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau
berdasarkan undang-undang lainnya.

Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan
Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan
hukum.

Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan
kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan
oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum.

Kepala Kantor Wilayah adalah pelaksana tugas instansi
vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri.
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8. Kantor Wilayah adalah kantor wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia.

9. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris.

10. Hari adalah hari kerja.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

Pasal 2
(1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Majelis

Pengawas.

Pasal 3
(1) Majelis Pengawas terdiri atas:
a. Majelis Pengawas Daerah;
b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
c. Majelis Pengawas Pusat.

(2) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
Notaris untuk dan atas nama Menteri.

(3) Masa jabatan Majelis Pengawas untuk jangka waktu 3

(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 4

(1) Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf a dibentuk oleh Kepala Kantor
Wilayah atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota
kabupaten/kota.

(2) Pembentukan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika di kabupaten/kota
telah diangkat paling sedikit 12 (dua belas) orang Notaris.

www.peraturan.go.id



2020, No. 1048

Pasal 5

Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf b dibentuk oleh Direktur Jenderal atas

nama Menteri dan berkedudukan di ibukota provinsi.

Pasal 6

Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) huruf c dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di

ibukota Negara Republik Indonesia.

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

Pasal 7
Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
terdiri atas unsur:
a. pemerintah;
b. Organisasi Notaris; dan
c. ahli/akademisi.
Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
c. 6 (enam) orang anggota.
Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas harus berasal
dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh
anggota Majelis Pengawas.
Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas
dilakukan secara musyawarah.
Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai
kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis
Pengawas dilakukan dengan cara pemungutan suara.
Pemilihan ketua dan wakil ketua dengan cara
pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilaksanakan dengan syarat harus dihadiri paling sedikit
50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah

anggota dan setiap unsur harus terwakili.
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